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ABSTRAK

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah perusahaan penanaman modal asing
secara langsung yang dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan Kontrak Karya
(KK). Pada tanggal 27 Agustus 2017, PT. FI bersepakat dengan Pemerintah
Indonesia untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) yang dituangkan ke dalam Heads of Agreement
(HoA). KK adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah
Republik Indonesia dan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing
dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha
pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Sedangkan IUPK dalam bentuk TUPK
sementara dan IUPK tetap. IUPK sementara telah diberikan sejak tanggal 10
Februari 2017 dengan masa berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga PT. FI
telah memenuhi semua kesepakatan dalam HoA. IUPK tetap (definitif) akan
diberikan setelah PT. FI memenuhi semua kesepakatan dalam HoA dengan masa
berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2  (dua)
kali. Tujuanpenelitianini untuk mengkaji dan menganalisis Perubahan Investasi
PT. FI dalam KK menjadi IUPK; mengkaji dan menganalisis Keabsahan ITUPK
PT. FI.

Hasil dari penelitian ini adalah pada KK [, hubungan hukum antara
pemerintah dengan PT. FI adalah hubungan hukum yang didasarkan pada status
pemerintah. Pada KK I, hubungan hukum antara pemerintah sebagai kontraktan
dengan PT. FI sebagai kontraktor merupakan hubungan kontraktual. Pada IUPK,
hubungan hukum dimana Pemerintah bertindak sebagai pemberi izin dan PT. FI
bertindak sebagai penerima izin. Secara prosedur dan substansi KK | dapat
dikatakan fair dan adil. Pada KK 11, secara prosedur dan substansi dapat dikatakan
tidak fair dan tidak adil. Pada IUPK Operasi Produksi sementara, secara prosedur
dan substansi dapat dikatakan fair dan adil.

Kata Kunci:Kontrak Karya (KK), 1zin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),
Heads of Agreement (HoA), PT. Freeport Indonesia
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ABSTRACT

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) was established in 1697 between
Government of Indonesia and PT. Freeport Indonesia. The investment categorizes
as Special Foreign Direct Investment (FDI) so called Contract of Work (CoW).
On August 27, 2017, PT. PT.FI agreed with the Government of Indonesia to
convert the Contract of Work (CoW) into a Special Mining Business License
(IUPK) as outlined in the Heads of Agreement (HoA). CoW is a mining
concession agreement between the government of the Republic of Indonesia and a
foreign private company, a joint venture of a foreign company with Indonesia and
a national private company to carry out mining business outside of oil and gas.
While IUPK in the form of temporary IUPK and permanent IUPK. A provisional
IUPK has been granted since February 10, 2017 with a validity period of 6
months and can be extended to PT. FI has fulfilled all agreements in the HoA. A
fixed (definitive) IUPK will be given after PT. FI fulfills term and condition in the
HoA with a validity period of 10 years and can be extended as much as 2 (two)
times. This study aims to review and analyze the amandement Investment of PT.
FI by KK to IUPK; Reviewing and analyzing the validity of PT. FI.

The results of this study are on KK I, the legal relationship between the
government and PT. Fl is a legal relationship based on government status. In KK
I1, the legal relationship between the government as a contract with PT. Fl as a
contractor is a contractual relationship. In IUPK, the legal relationship in which
the Government acts as the licensor and PT. FI acts as the permit recipient.
Procedurally and the substance of KK | can be said to be fair and justice. In KK
I, procedure and substance can be said to be unfair and unjustice. In the
temporary Production Operation IUPK, the procedures and substance can be
said to be fair and justice.

Keywords:Contract of Work (CoW), Special Mining Business License (IUPK),
Heads of Agreement (HoA), PT. Freeport Indonesia
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